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ABSTRACT

This research discusses the Establishment of a Special Judicial Body
contained in article 157 of Law No. 10 of 2016 concerning Pilakada. The focus of
the research is on regional election disputes which must be resolved by the
Special Judicial Body which was formed before the simultaneous regional
elections. However, in fact, until now disputes over the results of regional head
elections are still being handled by the Constitutional Court. If you look at the
authority of the Constitutional Court contained in Article 24C of the 1945
Constitution, regional election disputes which are currently being decided by the
Constitutional Court have had several impacts, including the creation of a legal
vacuum and closure. access to legal remedies and is contrary to the constitution
because it is considered to exceed its authority. For this reason, the government
and law-forming bodies should immediately establish a Special Judicial Body to
decide regional election disputes, so that the constitutional court can work
effectively in accordance with its authority.

Keywords: Special Court, Authority of the Constitutional Court, Pilkada
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus
yang terdapat dalam pasal 157 UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilakada. Fokus
penelitian pada Sengketa Pilkada yang harus diselesaikan oleh Badan Peradilan
Khusus yang dibentuk sebelum Pilkada serentak. Namun nyatanya sampai saat ini
sengketa hasil pemilihan kepala daerah masih ditangani oleh Mahkamah Konstitusi,
jika melihat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada pasal 24C
Undang-undang Dasar 1945 sengketa pilkada yang saat ini diputus oleh mahkamah
kosntitusi menimbulkan beberapa dampak, diantaranya terjadinya kekosongan
hukum, tertutupnya akses upaya hukum serta bertentangan dengan konstitusi
karena dianggap melebihi kewenanganya. Untuk itu pada pemerintah maupun
badan pembentuk undang-undang agar segera dibentuk Badan Peradilan Khusus
untuk memutus sengketa pilkada, agar mahkamah konstitusi dapat bekerja secara
efektif sesuai dengan kewenanangannya.

Kata Kunci: Peradilan Khsusus, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pilkada
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada negara yaitu dengan
menggunakan tata cara pemilihan wakil rakyat dipilih secara demokratis, Orang-
orang yang dipilih langsung memikul tanggung jawab langsung kepada rakyat.*
Indonesia merupakan negara hukum yang pemerintahnya berjalan dengan sistem
ketatanegaraan bukan kekuasaan.? Pemilu Indonesia awalnya digunakan untuk
memilih legislator di ranah pusat ataupun daerah. Kemudian ketika UUD 1945
diamandemen keempat, MPR memilih presiden dan wakilnya lebih dahulu,
kemudian rakyat memilihnya secara langsung, melalui pemilihan presiden.

Sejak UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu
Anggota Parlemen diundangkan, pilkada sudah masuk dalam sistem pemilu,
dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007 saat itu juga pemilihan kepala
daerah (Pilkada). termasuk seri demokrasi Indonesia.®

Pilkada atau pemilu sering dianggap “pesta demokrasi rakyat”.* Sengketa

pilkada terjadi karena perselisihan beberapa pihak yang timbul dalam

1 Yusa Djuyandi, Pengantar IImu Politik (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018),
him.172.
2 Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta
Impementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, Justicia Islamica. Vol. 11.n0.1.2014,him.55.
3 Rama Sinfalina Gosa, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
01/PHPU-PRES/XVI1/2019 di Tinjau dari Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, Skripsi tidak
dlterbltkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2020), him.18.

Hariyanto, Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang

dalam Pemilu”, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol.2, No. 3, 2018: 598-611, him.599.



penyelenggaraan pilkada dan timbul dari ketidaksamaan pendapat antara
para pihak tentang fakta peristiwa dan pokok bahasan peraturan perundang-
undangan Pilkada .°
Model pendelegasian wewenang atau mandat sudah beberapa kali muncul
dalam penyelesaian sengketa terkait hasil pilkada, seperti di dua pengadilan
tertinggi Indonesia yaitu MK dan MA yang bertugas menangani sengketa
pilkada. Pasal 24 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus keberatan terhadap pemilihan umum."
Pasal 157 ayat 1, 2, dan 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan
perselisinan hasil pemilihan diperiksa dan ditangani peradilan khusus yang
dibentuk sebelum penyelenggaraan pemilu serentak.
Sebagai jaminan pemilukada langsung akan dilaksanakan secara bebas dan
adil melalui sistem yang kuat, hal-hal berikut harus diperhatikan:
1. Peraturan hukum materiil dan formil yang ditetapkan bersifat mengikat dan
dapat berfungsi sebagai dasar untuk penyelenggara, pasangan calon, dan
pemilih dalam menjalankan tugas mereka.

2. Kegiatan dan proses penyelenggaraan pilkada dilakukan sesuai dengan

Perppu.

5

Deri Sudarma dan Zainal Abidin,”Penyelesian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan

Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara”, Jurnal llmiah Mahasiswa Bidang
Hukum Kenegaraan, Vol.2, No.3, 2018:598-611, him.599.



3. Proses penegakan hukum yang berintegritas terhadap aturan pilkada dan
sesuai dengan tahapan baik dari administrasi, pidana, etika dan hasil
perselisihan.®

4. Penyelesaian sengketa pilkada yang menunjang suksesnya pemilu.

Dalam hal ini, lembaga peradilan yang ada saat ini mempunyai
keterbatasan dan tidak cukup untuk mencapai keadilan pemilu. Terdapat
kelemahan dalam tata cara penyelesaian perkara pemilu di negara ini. Akibatnya,
pihak-pihak yang terlibat dan dirugikan dalam protes pemilu tidak dapat
mencapai keadilan yang sebenarnya. Dalam hal penerapan hukum pemilu,
khususnya mengenai penyelesaian perkara pilkada, ada pergeseran. Ini dimulai
dengan MA (Pengadilan Tinggi) memiliki wewenang untuk menyelesaikan
perkara pilkada, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi, hingga ada kebijakan
yang menetapkan peradilan khusus untuk menyelesaikan keputusan pemilihan
kepala daerah.

Permasalahan tersebut masih berada di Mahkamah Konstitusi selama
menunggu pembentukan pengadilan khusus ini. Kebijakan hukum tentang
pembentukan badan khusus penyelesaian sengketa pilkada masih bias dan
memerlukan evaluasi menyeluruh agar tidak merusak demokrasi lokal.
Pengadilan khusus harus sempurna, menunjukkan demokrasi lokal, dan lebih

baik daripada sistem penyelesaian sengketa yang ada.

6

Hamdan Zoelva, “Kata Pengantar” dalam Heru Widodo, Hukum Acara Perselisihan

Hasil Pilkada Serentak, Jakarta, Sinar Grafika, him. 5-6



Dalam putusan Mahkamh Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dalam
amar putusannya mahkamah menyatakan frasa “Sampai dibentuknya badan
peradilan khusus” pada pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang pemilihan kepala daerah bertentangan dengan UUD 1945.
“Menyatakan dalam provisi, mengabulkan permohonan provisi pemohon. Dalm
pokok permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan frasa “sampai dibentuknya
badan peradilan khusus” pada pasal 157 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih yang membacakan pertimbangan
hukum mahamah mengatakan ketentuan pasal 157 ayat (1) dan (2) UU No.10
Tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur keberadaan serta rencana
pembentukan badan peradilan khusus pemilihan merupakan conditio sine qua
non bagi keberadaan pasal 157 ayat (3) yang mengatur lembaga yang untuk
sementara diberi kewenangan sebagai badan peradilan di masa sebelum badan
peradilan khusus dibentuk, menurut Enny Nurbaningsih Inkonstitusional pasal
157 ayat (1) dan (2) membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur
dalam pasal 157 ayat (3) UU No0.10 Tahun 2016, tidak lain karena kausa
kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian kewenangan mahkamah
konstitusi untuk mngadili dan memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan
kepala daerah tidak lagi terbatas hanya sampai dibentuknya badan peradilan
khusus, melainkan akan bersifat permanen karena badan peradilan khusus tidak
akan lagi dibentuk. Menurut Enny Nurbaningsih Demi memperjelas makna pasal

157 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 yang tidak lagi mengandung sifat



kesementaraan, maka menurut Mahkamabh, frasa “Sampai dibentuknya Peradilan
Khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan
dihilangkannnya frasa tersebut maka pasal 157 ayat (3) akan berbunyi “Perkara
perselisinan penetapan perolehan suara tahap akir diadili oleh Mahkamah
Konstitusi.

Kemudian dalam tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan
antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara
sistematis berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah
Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan
bahwa Mahkamah Konstitusi berwewenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya memutus
perselisinan pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian
diturunkan dalam berbagai Undang-undang yang terkait denagn kewenangan
MK, terutama undang-undang kekuasaan kehakiman. Norma demikian harus
dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili MK
terdiri dari pemilihan umum untu presiden dan wakit presiden, memilih anggota
DPR, DPD, DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota serta memilih kepala
daerah provinsi, kabupaten maupun Kkota.

Melihat beberapa masalah yang terkait dengan konsep ini:
Pertama, UU Pilkada tidak mengatur secara rinci struktur dan kewenangan
badan tertentu. Ini berlaku baik untuk peradilan dalam naungan mahkamah

agung maupun badan peradilan lain yang dibentuk di luar lingkungan hukum.



Selain itu, tidak jelas di mana ia berada, apakah pada tingkat provinsi, pusat, atau
kabupaten atau kota.

Kedua, kebijakan hukum UU Pilkada membedakan kelembagaan daerah
sebagai penyelesaian sengketa pemilu: sengketa terkait penyelenggaraan
dibawah kewenangan Bawaslu dan Peradilan tinggi tata usaha negara, sengketa
terkait penyelenggaraan dibawah kewenangan Bawaslu dan Peradiln tinggi tata
usha negara, untuk sengketa terkait penyelenggaraan dibawah kewenangan
Bawaslu dan Peradilan tinggi tata usaha negara, untuk perselisihan mengenai
hasilnya, yang merupakan kewenangan badan peradilan khusus. Dalam kasus
pidana, itu adalah yurisdiksi absolut yurisdiksi kriminal. Hal yang ditanyakan
adalah apakah lembaga peradilan khusus dipimpin oleh PTUN atau lembaga
peradilan lain yang akan dibentuk, apakah desain ini tepat karena perselisihan
hasil pilkada memerlukan lembaga yang kuat dan hakim yang mempunyai
kewenangan khusus di bidang pemilu, ke depan apakah kebijakan hukum justru
akan mengarah pada penyatuan antar lembaga yang bertanggung jawab
menyelesaikan perselisihan administrasi, perselisihan hasil pilkada, serta
perkara pidana di bidang pemilu. Rancangan ini belum diatur secara pasti dalam
undang-undang, sehingga sistem peradilan khusus pilkada di masa mendataang
masih belum dapat dipastikan pembentukannya.

Ketiga, ketiadaan ketentuan apakah lembaga peradilan bersifat ad hoc atau
permanen karena pilkada dilakukan serentak. Selain itu, tidak ada ketentuan
tentang hukum acara penyelesaian sengketa terkait pilkada, seperti apakah

keputusan tersebut bersifat final dan mengikat menurut yurisdiksi Mahkamah



Konstitusi atau apakah seseorang selalu memiliki hak untuk mengajukan kasasi
atau banding. Untuk itu, penelitian ini penting karena menjadi awal penataan
lembaga penyelesaian sengketa pemilu daerah yang kredibel, kompeten, dan
dapat dipercaya.

Berdasar latar belakang diatas, kemudian dilakukan penelitian mengenai
lembaga peradilan yang mempunyai wewenang menangani sengketa pilkada,
dengan fokus pada pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang
berwenang dalam UU pilkada dengan analisis normatif.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini
adalah:

1. Bagaimana disharmonisasi antara lembaga negara yang memutus sengketa
penyelesaian pilkada dan kewenangannya?
2. Bagaimana akibat hukum dari disharmonisasi Pasal 157 UU No.10 Tahun

2016 dan Pasal 24C UUD NRI 1945?

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini
bertujuan untuk:
1. Menganalisa ketidakselarasan antara lembaga negara yang diberi wewenang
memutus sengketa pilkada dan kewenanganya
2. Menganalisa akibat hukum dari ketidakselarasan Pasal 157 UU No.10

Tahun 2016 dan Pasal 24C UUD NRI 1945



D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Memperkaya ilmu hukum umum dan ilmu tata negara untuk
memperoleh perkembangan hukum secara teoritis, mengenai kewenangan
yang diberikan kepada MK berdasarkan pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pilkada untuk menyelesaikan sengketa pilkada.
2. Manfaat Praktis
Harapannya dalam penelitian ini agar menghasilkan masukan serta
saran untuk pemerintah agar penyusunan peraturan perundang-undangan
dapat dilaksanakan dengan baik.

a. Manfaat bagi Mahkamah Konstitusi: Sebagai kajian untuk memberikan
masukan untuk menyelsikan perselisihan pilkada.

b. Manfaat bagi KPU: Sebagai rujukan Yuridis Normatif terkait
penyelenggaraan pemilu dan penyelesaian sengketa pilkada sehingga
dalam meelaksanakan tugasnya dapat berlaku secara subjektif.

c. Manfaat bagi DPR: Mengesampingkan kepentingan pribadi maupun
kelompok dan mengutamakan kepentingan rakyat demi terlaksananya

Pemilihan kepala daerah yang demokratis berdasar keadilan.



E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang saya kaji menggunakan penelitian yang membahas

mengenai penyelesaian sengketa pilkada, yakni:

No Nama (Tahun) Judul Metode penelitian dan Hasil | Perbedaan dan
Penelitian Persamaan
1 "PENYELESAIAN Metode yang digunakan adalah | Persamaan  pada
PERKARASENGKETA kpustakaan dengan pendekatan | skripsi ini  dan
PILKADA SABU | perundang-undangan, penelitian terdahulu
RAIJUA (Analisis | dan menggunaka teori Pilkada. | yaitu ~ sama-sama
Terhadap Putusan | Simpulan penelitian ini | membahas
Mahkamah Konstitusi | membahas tentang pembatalan | mengenai
Nomor 133/PHP.BUP- | keputusan KPU Kabupaten Sabu | penyelesaian

XIX/2021)” di  susun
TAYAH MUTI'AH prodi
Tata

Hukum Negara

Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Purwokerto tahun 2022.

Raijua mengenai penetapan hasil
perhitungan suara
pemilihan bupati dan

wakil bupati pada tahun 2020 di
Sabu Raijua pada tanggal 16

Desember 2020.

sengketa  Pilkada,
dan perbedaannya
adalah  penelitian
terdahulu lebih
fokus pada putusan
penyelesaia
sengketa  pilkada
berdasarkan

putusan mahkamah
konstitusi

sedangkan
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penelitian ini fokus

terhadap  ketidak
selarasan  antara
kewenangan MK

dengan UU No.10

Tahun 2016

“IMPLEMENTASI
KEWENANGAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM
MENYELESAIKAN
SENGKETA HASIL
PILKADA
KONSENTRASI HUKUM
KELEMBAGAAN
NEGARA” di susun oleh
FACHRIZAL prodi llmu
Hukum Fakultas Syariah
Universitas Islam negeri
SYARIF
HIDAYATULLAH

Jakarta 2017

metode yang digunakan adalah
yuridis normatif dengan data
kualitatif dengan menggunakan
penedekatan Undang-undang dan
menggunakan teori efektivitas
hukum, Simpulan dari penelitian
ini membahas peraturan untuk
peserta dalam pemilgub dan
wakilnya, agar penetapan hasil
penghitungan suara dinaikkan,
sehingga terjadi  perbedaan
ambang perolehan pemilih di
dan

tingkat provinsi

pemerintahan.

Persamaan  skripsi

ini dengan skripsi

terdahulu yaitu
sama-sama
membahs  tentang

penyelesaian

sengketa pilkada di
Mahkamah
Konstitusi, namun
perbedaannya

penelitian terdahulu
lebih fokus pada
wewenang
mahkamah
konstitusi  dalam
penyelesaiian

sengketa  pilkada,
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sedangkan

penelitian ini fokus
terhadap  ketidak
selarasan  antara
pasal 24C dengan
UU No.10 Tahun

2016

“PENEYELESAIAN
SENGEKTA HASIL
PEMILUKADA

SETELAH PUTUSAN
MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR
97/PUU-X1/2013” disusun
oleh ALFIN PRASETYA
Hukum

prodi lImu

Fakultas  Syariah  dan

Hukum Universitas Islam
Sunan

Negeri Kalijaga

Yogyakarta 2016

menggunakan  metode jenis

kepustakaan dan menggunakan

pendekatan penilitian  yuridis
normatif, penelitian ini
menggunakan teori tinjauan

tentang negara hukum, simpulan
dari  penelitian ini  yaitu
menyesuaikan antara putusan
MK yaitu No. 97/PUU-X1/2013
dengan Undang-undang No.1
Tahun 2015 Tentang Pemilihan
Gubernur,Bupati,Walikota.

Dimana keduanya telah sinkron
dengan prinsip negara hukum,
berdasarkan apa yang diberikan

oleh MK dalam memberi

Persamaan Skripsi
ini dengan
penelitian terdahulu
yaitu  sama-sama
membahas tentang
penyelesaian

sengketa pilkada di
mahkamah
konstitsi,  namun
perbedaannya yaitu
penelitian terdahulu
lebih fokus pada
penyelesaian
sengketa  setelah
adanya

putusan

Mahkamah
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kepastian hukum terhadap proses
penyelesaian sengketa

pemilukada.

Konstitusi
sedangkan  skripsi
ini lebih fokus pada
ketidak  selarasan
antara pasal 24C
dengan UU No.10

Tahun 2016

“LEMBAGA NEGARA
PENYELESAI
SENGKETA HASIL
PEMILIHAN KEPALA
DAERAH” disusun oleh

REKI WAHYUDI Prodi

IImu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Islam

Riau Pekanbaru 2022

metode yang digunakan adalah

jenis kepustakaan dan

menggunakan  teori  negara
hukum, teori demokrasi dan teori
pemilihan umum. simpulan dari
penelitian ini yaitu membahas
mekanisme penyelesaian
perselisinan hasil pilkada di

Indonesia yakni di MA.

Persamaan  skripsi
ini dengan
penelitian terdahulu
yaitu  sama-sama
mebahas  tentang
penyelesaian
sengketa pilkada |,
namun
perbedaanya
penelitian terdahulu
memilih
Mahkamah Agung
sebagai  lembaga
peradilan yang

memutus sengketa

pilkada sedangkan
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penelitian ini fokus

pada penyelesaiian

sengketa  pilkada

oleh Mahkamah

Konstitusi
“PELAKSANAAN menggunakan metode penelitian | Persamaan
PENYELESAIAN deskriptif analisis dan | penelitian ini
SENGKETA PILKADA | menggunakan teori ilmu hukum. | dengan penelitian
DI MAHKAMAH | Simpulan dari penelitian ini | terdahulu yaitu
KONSTITUSI”  disusun | adalah efektifitas dari kerja MK | sama-sama
olen  SIVANI  ARDI | dalam penyelesaian sengketa | membahas

APRITANIA prodi Ilimu
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan

Agung Semarang 2021

pemilihan kepala daerah yang
dinilai kurang efektif baik dari
sisi manajemen kelembagaan dan
sisi para pihak yang berperkara di

mahkamah konstitusi.

penyelesaian
sengketa pilkada di
mahkamah
konstitusi, namun
perbedaannnya
penelitian terdahulu
lebih fokus pada
penyelesaiian
sengketanya  saja
sedangkan
penelitian ini fokus

pada ketidak
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selarasan
antarapasal ~ 24C
dengan UU No.10

Tahun 2016

F. Kerangka Teoritik
Teori Hierarki Norma

Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum
(Stufentheorie). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu
berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti norma
yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih
tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma
yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak
dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar
(Grundnorm).”

Dalam buku Hans Kelsen “General Theori of Law and State” terjemahan
dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly
Assihiddigie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain bahwa.®
Analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan

fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari

7 Maria Farida Indarti, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, PT.Kanisius (Anggota IKAPI)
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hal.41
8 Hans Kelsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law

and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke 1V, Nusa Media, 2010, him:179).
Bandingkan Jimly Asshiddigie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Perss,
2009), him 109
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hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum
menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai
derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma
hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu
norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan
validitas dari norma hukum yang disebut pertama. Menurut Hans Kelsen, norma
itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma
hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih
tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang
lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi
yang disebut sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dan masih menurut Hans
Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum
selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang
berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga
norma yang lebih rendah (Inferior ) dapat dibentuk berdasarkan norma yang
lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan
berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.®

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan
norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara

“Superordinasi” dan “Subordinasi” yang spesial menurutnya yaitu.

9

Aziz Syamsuddi, Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him 14-15.
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a. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang
lebih tinggi

b. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma
yang lebih rendah.

c. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam
bentuk Negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya
dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu

tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Kesatuan norma-norma ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pembentukan
norma yang satu yakni norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang
lebih tinggi, yang pembentukannya ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi
lagi, dan bahwa regressus (rangkaian proses pembentukan hukum) ini diakhiri oleh
suatu norma dasar tertinggi yang karena menjadi dasar tertinggi dari validitas

keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum.

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam
hubungan dengan sesamanya atau dengan lingkungan. Istilah norma berasal dari
bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab dan sering juga disebut
pedoman,patokan, atau aturan dalam bahasa indonesia mula-mula diartikan dengan
siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk
membentuk sudut atau garis yang dikehendaki. dalam perkembangan, norma itu

diartikan sebagai ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau
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bertingka laku dalam masyarakat jadi, norma adalah segara peraturan yang harus

dipatuhi.’® Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa:

1) Norma membentuk norma dan norma yang menjadi dasar pembentukan
norma lebih tinggi dari pada norma yang dibentuk seterusnya sampai pada
norma yang paling rinci.

2) Dalam kehidupan bernegara dimulai dari,

a) Konstitusi.
b) kemudian norma hukum yang dibentuk atas dasar konstitusi.

c) Selanjutnya hukum yang substantif atau materil dan seterusnya.

Karena norma membentuk norma, maka norma yang dibentuk dari norma
dasar yang membentuknya, tidak boleh bertentang dengan norma dasar
pembentukannya. Dengan kata lain bahwa ketentuan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh suatu negara maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Tipe penelitian ini menggunakan hukum normatif atau doktrinal.
Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud
Marzuki mendefiniskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah

sebagai berikut:

10 Maria Parida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Disarikan dari Perkuliahan Hamid S.
Attamimi, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) him 6.
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“Penelitian Doktrinal adalah penelitian yang memberikan
penelejasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum
tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah
kesulitan dan mungkin meprediksi pembangunan masa depan.”*!

Penelitian hukum normatif yang nama lainnnya penelitian doktrinal
atau disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena
penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan
yangtertulis atau bahan hukum yang lain.!2
Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang peneliti dalam
pemilihan pembahasan untuk menjelaskan gambaran topik karya
akademik. Terdapat dua jenis penedekatan yang digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan ini dipakai melalui peninjauan semua peraturan
perundangundangan yang menyangkut masalah hukum yang
sedang dikaji.**Pendekatan ini memeperhatikan struktur norma
perundang-undangan, apakah norma itu terkandung dalam perppu
umum atau khusus atau apakah normaitu terkandung dalam

peraturan lama atau baru .

b. Pendekatan Konseptual

11

Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,

2011, him.32

12

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-8,

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him.14

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, him.96.
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Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak
dari pandangan dan doktrin yang berekembang didalam ilmu
hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin dalam
ilmu hukum, kemudian dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-
asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.*

3. Sumber Data
a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer sifatnya pasti atau mengikat.
Penelitian ini menggunakan undang-undang dan peraturan yang
terkait dengan studi ini, antara lain:

1) UUD 1945

2) Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Nomor 10 Tahun 2016.

3) Pasal 24C UUD 1945 tentang Kewenangan Mahkamah
Konstitusi

4) Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu Nomor 15
Tahun 2011.

5) Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi nomor 8 tahun
2011.

6) Undang-undang tentang Pemilu No 7 Tahun 2017.

7) Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 Tentang Pilkada.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, him.135
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8) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-X1/2013
b. Bahan hukum sekunder
Merupakan seluruh hasil penerbitan hukum yang tidak
termasuk dokumen resmi. Yang termasuk penerbitan hukum yaitu
buku atau teks, kamus, jurnal hukum dan komentar tentang
keputusan peradilan.
4. Analisis Data
Setelah diperolehnya data dan dikumpulkan yang kemudian
dipelajari dan dikelompokan sesuai dalam pokok masalah. Kemudian
dibahas dengan menggunakan analisis Perskriptif untuk memberikan
argumentasi atas hasil penelitian. Argumentasi ini untuk memberikan
perskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum

terhadap fakta atau peristiwa hukum yang terjadi.

H. Sistematika Penulisan
Skripsi ini tersusun dari lima bab, dari setiap bab terdiri dari
beberapa sub yang menjelaskan lingkup dan masalah yang diteliti.
Susunan setiap bab serta pembahasan pokonya, yaitu:
Bab | : Bagian pendahuluan berisi informasi dasar tentang topik yang
diangkat oleh penulis. Memuat rumusan masalah, identifikasi masalah,
ulasan penelitian sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan

sistematika penulisan.
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Bab I1: Teori Hierarki Norma merupakan bagian kedua yang memuat teori
sebagai landasan pemikiran untuk topik yang dibahas dan terkait dengan
hukum dan prinsip dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Bab I11: Hasil Penelitian mengenai Analisis Undang-undang No.10 Tahun
2016 yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, serta definisi yang ada
dalam pasal terkait

Bab 1V: Hasil dari Rumusan Masalah satu dan dua, yaitu mengenai
kewenangan lembaga pemutus sengketa pilkada dan pembentukan badan
peradilan khusus

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh

penulis






BAB V
PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dikumpulkan, terdapat
kesimpulan, saran serta limitasi yang kiranya mampu menjawab secara ringkas
mengenai masalah yang dibahas

A. Kesimpulan
Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yang dapat
ditarik sebagaimana tujuan dari dua rumusan masalah yang telah diangkat
sebagai topik pembahasan
1. Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan untuk memutus
perselisihan tentang hasil Pilkada, di dalam UUD 1945 Mahkamah
Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Sehingga
pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya (Putusan Nomor
97/PUU-XI1/2013) mengatakan bahwasannya kedua hal tersebut merupakan
dua hal yang berbeda, sehingga Mahkamah Konstitusi mengatakan dirinya
tidak berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada. Pemilu
berbeda dengan yang namanya Pilkada, Pilkada meliputi pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal

18 ayat (4) UUD 1945. Perbedaan antara Pemilu dan Pilkada juga dikatakan

oleh MK pada Putusan No. 97/PUU-XI1/2013, MK memandang

bahwasannya Pilkada bukanlah termasuk ke dalam rezim Pemilu sehingga

penambahan .
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2. kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada dengan
memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional.

3. Adanya pasal yang menyebutkan badan peradilan khusus dibentuk sebelum
pemilihan serentak dilaksanakan, maka seharusnya badan pembentuk
Undang-undang mengatur formasi yang nantinya akan dipakai sebagai
badan peradilan pemutus sengketa pilkada, bukan saja akan melebihi
kewenangan yang diberikan kapada MK, akan tetapi akan bertentangan
dengan konstitusi, penyelesaian sengketa pilkada di mahkamah konstitusi
dengan dasar peradilan cepat, sederhana dan bebas biaya serta karakter
putusannya bersifat final dan mengikat dan menimbulkan kekosongan
hukum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas pada bab diatas maka
dalam hal ini peneliti memberikan saran sebagai berkut:

1. Kepada pembuat regulasi untuk meninjau kembali unsur dari pasal 157
UU No.10 Tahun 2016 mengenai pembentukan peradilan khusus mulai
dari bentuk, lembaga, peraturan serta alur penyelesaiannya sebagai upaya
memperoleh kepastian hukum dan tidak melanggar Undang-undang.

2. Proyeksi pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan
sengketa pilkada yang disebutkan dalam pasal 157 UU No.10 Tahun
2016 agar diutamakan, sehingga mahkamah konstitusi fokus dalam
menjalankan tugas dan wewenang yang telah diamanatkan oleh UUD

1945. Tujuannya agar proses penyelesaian sengketa pilkada lebih
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mengandung unsur kepastian hukum dari segi kelembagaan dan
wewenangnya, maksimal dalam pelaksanannya dan pilkada yang jujur,
demokratis serta tetap berlandaskan keadilan dapat terwujud dan tidak
adanya kekosongan hukum akibat tidak dijalankannya peraturan yang
sudah terbentuk dalam undang-undang.
C. Limitasi
Peneliti menemukan kendala dalam mencari sumber data yang
berkaitan dengan penelitian ini, karena keterbatasan ruang lingkup, jarak,
relasi lembaga terkait, akomodasi serta kendala lain seperti tidak adanya
ruang untuk masuk kemudian memperoleh data secara langsung dengan pihak
terkait.
Oleh karena itu peneliti membatasi penelitian yang dimaksud dalam
pasal 157 Undang-undang pilkada dengan menggunakan penelitian normatif,
karena melihat kemungkinan-kemungkinan seperi akses secara langsung

pada lembaga pembentuk undang-undang yang sulit didapatkan.
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